
ABSTRAK 

Hukum waris mengatur penerimaan harta dan kewajiban setelah kematian 

pewaris, sistem ini telah berkembang dari tradisi kuno hingga sistem hukum modern. 

Pembagian warisan diatur oleh hukum adat, dan hukum Islam mengatur pembagian 

warisan harus sesuai ketentuan syariat Islam. Dalam konteks Aceh, Qanun Nomor 8 

Tahun 2014 tentang tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, bahwa pembagian warisan 

dilakukan segera setelah meninggal pewaris, dengan menyelesaian hutang dan wasiat 

terlebih dahulu. Namun berbeda di Kecamatan Kutablang Pembagian warisan 

ditangguhkan karna berbagai faktor masalah pembagian warisan dan dualisme hukum, 

sehingga penulis tertarik dalam meneliti permasalahan ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penangguhan Pembagian Harta 

Warisan Setelah Ayah Meninggal dunia di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen 

serta Faktor Penghambat Pembagian Harta Warisan Setelah Meninggal Ayah di 

Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan 

pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan (field 

research) Penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis data dilakukan secara deskriptif 

analitis. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penangguhan ini disebabkan karena ahli 

waris masih muda, konflik keluarga, dan ibu pewaris masih hidup. Faktor penghambat 

pembagian warisan terjadi karena hutang pewaris masih ada, pengaruh tokoh adat dan 

kepala kelurga serta dualisme hukum adat hukum Islam. Upaya penyelesaian faktor 

penghambat ini dipelopori oleh aparatur desa, dan pemuka agama/ustad yang 

berpedoman pada hukum Islam dan Qanun aceh yaitu Penangguhan pembagian warisan 

tidak bisa dilakukan terkecuali ada hal-hal yang terdesak agar ditangguhkan, misalnya 

hutang piutang pewaris masih ada, dan semasa hidup pewaris mewasiatkan selagi ibu 

masih ada tidak bisa dilakukan pembagiannya, walaupun dalam hukum Islam tidak 

diatur mengenai penangguhan namun dapat ditafsirkan bahwa  mengenai amanah 

pewaris yang harus dilaksanakan sesuai dari tiga kasus tersebut. 

Disarankan agar tidak melakukan penangguhan pembagian harta warisan terlalu 

lama, karena hal ini dapat berdampak menimbulkan konflik dan harta yang berkurang, 

Sehingga disarankan aparatur desa dilibatkan dalam mengambil keputusan mengenai 

penangguhan pembagian warisan agar ditingkatkan kesadaran dan pendidikan tentang 

hak waris, dengan program edukasi mengenai hukum waris adat, Islam, serta ketentuan 

KHI dan Qanun Aceh.  
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